BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:
1. kedudukan lembaga Negara independen dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia dibentuk dengan proses yang tak seragam. Beberapa didirikan

dengan dasar hm'%mﬂ ;J\Q%%gil,i[]‘g@g—&snegara kelompok kedua),

ian nya 'dibe Atasmole rintah Kkeputusan
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-sendiri tanpa ada

satu sama lain,
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tersebut di atas akhirnya me;l'gakibatkan efektivitas keberadaan lembaga
negara bantu dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak sesuai
dengan tujuan awal pembentukan lembaga yang bersifat ekstra eksekutif,
ekstra legislatif, dan ekstra yudikatif.

2. Pemilihan Komisioner yang diatur sesuai pada Pasal 11-16 UU OJK sudah
cukup baik dan menjamin akunbilitas, dimana pihak legislasi yaitu DPR

RI lah yang memilih Komisioner OJK berdasarkan usulah Presiden.



Namun Pasal 15 dimana klausa syarat menjadi Dewan Komisioner OJK
yang tidak menjamin untuk mendapatkan individu yang bebas dan mandiri
untuk mengisi jabatan sebagai pemimpin di lembaga independen bisa
menimbulkan masalah di kemudian hari dan berpotensi merugikan Kinerja
OJK pada khususnya dan merugikan pengawasan di sektor keuangan pada

umumnya.

B. Saran

rakyat ke depan.



